
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Kaum Difabel Pada
Tingkat Sekolah Dasar Di Kabupaten Bogor  = Implementation of
Inclusive Education Policy for People with Different Abilities at
Primary School Level in Bogor Regency
Rizky Defira Mustika, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20491970&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Minimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak sama

Pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya

penelitian yang bertujuan untuk

menjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan

menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor

dengan mengacu pada teori Edwards

III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif

melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten

Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan

kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan

inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktor

mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai

kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang

kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan

sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.

<br>

<b>ABSTRACT</b><br>

The minimum number of schools and school management facilities is not the same  nclusive education in

Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and

proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of

Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of

implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy

implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy

implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980).

The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth

interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of

inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has
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not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on

inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can

be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing

policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles

from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding

the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human

resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in

implementing inclusive education policies.


